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Abstrak

RISKA FADILA. 105251110316. 2020. Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 14 Kota Makassar. Dibimbing
langsung oleh Ayahanda Saidin Mansyur dan Ibunda Siti Walida Mustamin,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian
sengketa ekonomi syariah Tentang Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama
Tingkat 1A Kota Makassar serta Tantangan yang diahadapi dalam proses
penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat
praktis.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi
oleh Allah SWT puluhan ribu tahun

hidup pada manusia.?

! Abdul manan. Hukum Ekonomi Syariah (Cet. TV;Jakarta: Kencana, 2016), h. 1.
* Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, h. 9.
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Dengan berjalannya waktu, semakin berkembang kegiatan di masyarakat
sehingga lahir pula peranan aturan atau suatu hukum baru yang dapat
meminimalisir permalasahan-permasalahan sangat penting dalam kegiatan
seseorang atau masyarakat adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkat
kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Oleh karenanya,

pemerintah membentuk suatu terob l/ mbuat aturan yang dituangkan dalam

Kegiatan di 1
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* Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara
Ekonomi Syariah,”, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008) Vol. 20 Nomor 1, 112,




berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga
peradilan ataupun lembaga non peradilan.*

Menurut  Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan.

Menegaskan pasal 49 huruf i , kewenangan Peradilan Agama diperluas dari

* Yulkarnain, Kesiapan, 112.

* Faturrahman Djamil, Penyvelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), 134.

© Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.




Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaiakan
perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk penyelesaian di lembaga
non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat
digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam sebuah kasus ekonomi s r,\ yak hal yang tidak terduga terjadi

oleh para pihak yang ingin

ang ANALISIS

YURIDIS PENYELESAIAN KASUS EKONOMI SYARIAH TENTANG

7 Musyfikah llyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga 5, no 2, (2018):
h.229.




PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA
MAKASSAR

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat
merumuskan beberapa masalah sebagai b

onomi syariah di Pengadilan

Nomor.3 Tahun 2006-Revisi 2019 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus ekonomi syariah
tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat | Makassar.




3. Untuk mengetahui apa ada tantangan dalam penyelesaian kasus ekonomi
syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1
Makassar.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis /\

Penelitian ini d

hal neneer
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada masyarakat dan pihak terkait pada persoalan yang berhubungan
dengan perbankan syariah Kota Makassar.




d. Lembaga
Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam
mengambil kebijaksanaan secara tepat di masa yang akan datang,
khususnya mengenai kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan
peningkatan kepuasan nasabah.




BABII
TINJAUAN TEORITIS
A. Analisis Yuridis Pengadilan Agama
1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah
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pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan

hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan

! Surayin, Kamus [Umum Bahasa Indonesia, Analisis, (Bandung: Yrama Widya, 2001). h.
10

? Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: http:// media informasill
.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis html, pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 17:00 WIB.




sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.’ Tujuan kegiatan analisis
yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan
yang sesuai dengan hokum.

2. Subjek Hukum dalam Analisis Yuridis Pengadilan Agama

Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban
dengan kata lain, setiap pihak memptinyai hak dan kewajiban.* Dari definisi
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Seseorang atau badan hukum yang melakukan kgiatan perbankan syariah
dengan sendirinya ia menyatakan menundukkan diri dengan usaha dan kegiatan

* Bahder Johan Nasution, Mefode Penelitian limu Hukum, ( Bandung: Mandar Maju
2008), h. 83-88

* Emirzon Joni, Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: CV Literata Lintas Media, 2008). 22
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perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu ketika
terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam,
akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang
secara formil telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut
termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan
ikan sengketa melalui Pengadilan

al dapat langsung atau

14
T
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® Muh Nasikhin, Perbankan Syarish Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya (Kuala
Tunggal: Fatawa, 2010), h. 143

& Anita D.A Kolopaking, Asas ftikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui
Arbitrase (Bandung:PT Alumni,2013),10.

_ 7 Acmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,(Jakarta:STIH
IBLAM.2004), h. 64.
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Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keludrga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allat , i-isteri i

menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka
peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan

*Suyud Margono, ADR dan  Arbitrase Proses Perkembangan dan  Aspek
Hukum (Jakarta:Ghalia Indonesia,2000), h. 34,




agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan
menyelesaikannya.’

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik
perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan

prinsip syariah yang salah satu \‘; wanprestasi dan atau melakukan

L
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bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-

“Muh Nasikhin, Perbankan Syariah Dan Sistem Penvelesaian Sengketanya (Kuala
Tunggal: Fatawa, 2010), h. 141

"““Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

"Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Fkonomi Syariah Pememuan dan Kaidah
Hukum, Jakaria:Prenadamedia Group.2018)33




coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis,
dan mungkin tidak adanya legal cover.
b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena ;
1) Para pihak kurang cermatkurang hati-hati ketika melakukan
perundingan pendahuluan

2) Tidak mempunyai keahliandalam mengonstruksikan norma- norma

N
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T
d. Sengketa eckonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara

Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan

“’Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekomomi Syariat di
Indonesia,(Bogor-Ghalia Indonesia,2010), 18-19.
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Kewajiban Pembayaran Utang di bidang ekonomi syaraiah, di
samping itu juga perkara derivatif kepailitan.

3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua

a. Penyelesaian secara Li -

ilan. \\"51 W
\ [}

‘\\ S ,//'../1(/
A

menyelesaikna sengketa di luar badan peradilan.'

" amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana-Prenada

Media,2017), h. 105-130,
“Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Fra Global,
{Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311.




b. Penyelesaian secara Nonlitigasi
Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku
kata kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata none yang
artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata litigation yang

berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan
Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Sementara itu,

'SUndang-undang Nomer 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Allernatif Penyelesaian
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penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ckonomi syariah cara
sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para

pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama; penggugat dan tergugat tidak

: l'l
\\\\\\“ilh//7/

“\‘ “ ( ;/ " /
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<\ /

g perta uw?
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/0] m\\\\
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diaqukan kﬂ Pengadﬂal'l
Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau Kedua,

gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat

"‘Pml:umn Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
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tinggal atau tempat kediaman tergugat.'” Jika tergugatnya lebih dari satu orang
atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama
tempat tinggal tergugat yang berutang utama.'*

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi

ketentuanketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan

118 ayat (2) HIR, pengecualian ini juga dapat disimpangi apabila di dalam perjanjian telah
ditentukan oleh para pihak vang sedang berperkara tentang domisilinya atau Pengadilun mana
yang berhak menangani perkara para pihak.

"“Sugeng Bambang, Pengantar Hukum Acara Perdata (Jakarta; Prenadamedia Group,
2013). 20. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang terfulis yang
ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya., dan dalam Pasal 120 HIR. gugatan bagi mereka
yang buta huruf gugatannya diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk

MRoihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 64
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gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan
penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh
menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan posita, terdapat dua
t&m‘i :ll

1) Substantierings theorie, yang mengajarkan, dalil gugatan tidak

\gll' ”
\\\\ '///7 L %

\\\‘ \ "A\ ‘2 (_// /;'//

"“de

A//lm‘v\\\

petitum dan posita harus berkesesuaian (sinkron) tidak boleh antara
petitum dan posita tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.

¥ahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 57




BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut
Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,

i

/Q{q’\« E lVIAUI.IAM
& \“p\K S$ <
o Nl

ini akan difokuskan pada “analisis yuridis penyelesaian kasus ckonomi syariah”

! Moleong, L. 1, Metodologi Penelitian Kualiatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, .
2010).




D. Deskripsi Penelitian

Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian
kasus ekonomi syariah apakah telah diproses sesuai Undang-undang Nomor. 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta untuk mengetahui apa ada tantangan
dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat kelas
1A Makassar.

E. Sumber Data

Am nal 1 giperolen atau

v, 1L ]
gty D%

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan
atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qur’an
dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
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F. Teknik Pengumpulan
Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi
Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang
akan diteliti funa memberikan g baran vang ggbgnam}ra terhndap

S e Ny TS 4
D O iz @ T [

e
- = g e ®

\ 3\, 2
Y 1o XN 7
b\ B =T

bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal
dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila
dilengkapi dengan dokumentasi.




G. Instrumen Penelitian
Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka
penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data™ peneliti
tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat

? Rachman, Maman, Meiode Penelition Pendidikan Moral, (Semarang: UnnesPress,
2011), h. 173,
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disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni:
melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,
menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang
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? Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman Analisis Dara Kualitatif. Terjemahan
Tietjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.




BAB IV
PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km.

sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin

oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk

‘Duhm:lﬂnﬂ.em]’cngndi]nn AgamunngklﬂﬁMlkHw DmkamggalJﬂJuhZﬂZﬂ
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pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada
waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih
disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah
yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah,

maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi

1 ")*\
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1) K.H. Chalid Husain. (1960-1962);

2) K.H. Syekh Alwi Al AhdalL. (1962-1964)

3) K.H. Haruna Rasyid. (1964-1976)

2 Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020
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4) K.H. Chalid Husain. (1976-1986)

5) Drs. H. Jusmi Hakim, S.H. (1986-1996)

6) Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H. (1996 - 1998)
7) Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H. (1998 - 2004)

8) Drs. H. M. DJUFRI Ahmad, S.H., M.H. (2004 - 2005)

AaAMAa YViakassal
B

°)

“ nul“\“\“)?
Yo D7 NN
I\

70T

n
“.V

nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan
hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu

dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses
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penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat
untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke
depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan
perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak

b
\\\\\\I i lh/,//

"""wd\

///'l||l\‘\\\§

3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses”
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang

L
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bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses
peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata
transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi
tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum
yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap
peradilan yang selalu mengangeap bahwa proses ke Pengadilan akan
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dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang
baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu

penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.




Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya
preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan
pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara
tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan
dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat

N
A'l
\\\\\mh/ 7

»,\\ Y ol 11//

g X&/g(

\\:\\

\V}
//’1 J«q wa

///’IIII“\\\\

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah




memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah,
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12)Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak

mematuhinya;
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13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) Pencabutan kekuasaan wali
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b. Waris
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris. penentuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan
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pengadilan atas permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang
menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
¢. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada

orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan,
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memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang
lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
h. Shodagoh
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
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pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Dan Fungsi Pengadilan Agama. Diakses Tanggal 30 Juli 2020

L

* Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Tentang Visi, Misi, Tugas




b. Fungsi pembinaan
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis
yudicial,  administrasi  peradilan,  maupun  administrasi
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‘ e. Fungsi administratif
Menyelenggarakan  administrasi  peradilan  (teknis  dan
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VII1/2006).

-




f. Fungsi lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat

dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUIOrmas Islam

dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun
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pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.*
diantaranya :Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah,

Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga

* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama




berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian
Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.’
Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu
pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ckonomi syariah

\\\\\\tui:h////’

S g
R R

\
"w
e
2y ~

5 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah (Bandung: fokusmedia,
2013), h. 14

® Agimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses,
2010).75

’Dukmmkm?mgmlﬂanﬁgummgkumhim DwkaauggnJJﬂJuhmu
atau lihat pada situs hitps: la pedorn

pengaduan diakses tangga 31 Juli 2000.
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b) Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk
menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun

elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian.

pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap
akan diterima dapat ditindaklanjuti.
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yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat
pengaduan Pelapor.
b) Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan

identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan




yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan
yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh
3) Tata Cara Pengiriman

a) Pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada
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4) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tatu
peraturan disiplin militer
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pengaduan diakses tangga 31 .fuh!ﬂzﬂ




5) Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau
perbuatan- perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang
aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;

6) Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja,

maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
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Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh
Pengadilan Agama Kota Makassar diproses dengan urutan sebagai berikut :

® Rahmat Riyadi Jufri, Kepala Subbagian (Kasubag) Kemmﬁun Agama Tingkat I4 Kota
Makassar, Wawancara Dikantor Pengadilan Agama Tanggal 12 Juli 2020




a. Tahap Pra Persidangan
1) Pendaftaran Perkara
Pihak yang telah membuat surat gugatan, dapat mengajukan
gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama tempat ia tinggal
ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai kesepakatan dalam isi
perjanjiannya."” Pendaf bisa dilakukan dengan datang
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19 Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat
dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

" Definisi e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online,
mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik. kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara
online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima
pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemar waktu dan biaya saat
melakukan pendaftaran perkara
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di miliki oleh pengadilan Agama Kota Makassar sebelum diproses
ke tahap berikutnya”™ '

Panitera Pengadilan Agama Tingkat A kota Makassar dalam
menjalankan tugasnya di bantu oleh Panitera Muda dan panitera
Pengganti, Scbagaimana yang dijelaskan bapak Hartanto bahwa :

“panitera tidak sendiri nak, khusus di pengadilan agama kota
aring porsenil panitera muda, dan ada 16
bantu pada proses penyelesaian

Pengganti adalah untuk membantu hakim, mencatata jalannya

** Hartanto, Panitera Pengadilan Agama Tingkat 14 Kota Makassar, Wawancara Pada
Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar,

' Hartanto, Panitera Pengadilan Agama Tingkat 14 Kota Makassar, Wawancara Pada
Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

“ Muniroh Nahdi, Sekertaris Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara
Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar




persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan
melaksanakan semua perintah Hakim dalam hal menyelesaikan
perkara tersebut.'®
4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak
Ketika menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim
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' Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan
pada Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman,

% Ahamad Nur, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar, Wawancara
Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar




b. Tahap Persidangan
Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat terbuka untuk
umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai
dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004, yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga
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mmﬂm“mgugwrmﬁmmhﬂ uleih Majelis hakim tanpa melalui
tahapantahapan pemeriksaan lebih lanjut.

*® Perkara dapat dibatalkan oelh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir
dalam sidang pertarna, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pemah hadir lagi.
Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan
tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut
majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

19 Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimwea dalam perkara verstek ini
dilakukan aspabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir. meskipun ia
telah dipanggil dengan resmi dan patut




2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa
Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi
syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau
melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau
persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya
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(dua) hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ketua Majelis segera
menunjuk hakim bukan pemeriksa sengketa tersebut untuk

menjadi mediator.




b) Proses Mediasi
Batas waktu mengenai proses mediasi di Pengadilan ini
adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau
ditunjuk oleh Ketua Majelis dan batas wakiu tersebut dapat

ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak yang
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pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab
antara para pihak. Adanya acara jawab menjawab dan reflik
duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan untuk

2 pasal 1 ayat (6) Perma Nomor | tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

T




memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para
pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian
dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini adalah
pembuktian dalil-dalil gugatan, apabila gugatan tesebut
dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban

memberikan alat b rhadap bantahan tersebut. Adapun alat
ariah diatur dalam Pasal 1866
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menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan

# Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 894-896.
Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat
terbukti, baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

o
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scluruhnya maupun  sebagian. Kedua, Putusan yang
menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Upaya hukum atas putusan perdamaian, putusan dalam
pemeriksaan acara istimewa (putusan digugurkan maupun
putusan dibatalkan), tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi,

\\\\

\\\\

hadir, maka upaya Banding terhadap putusan tersebut dapat
dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah hari
disampaikan isi putusan tersebut kepada pihak vyang tidak
hadir.




Secara umum prosedur persidangan di pengadilan Agama Kota
Makassar dapat di lihat pada gambar tersebut :

PROSEDUR BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

‘ berdasarkan nilai hukum dari perkara tersebut. Sebagaimana wawancara
dengan Ibu Nadirah Basir selaku hakim Pengadilan Agama Tingkat [A

Kota Makassar mengatakan bahwa:

2Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat TA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020
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“Yang pastinya yah nak pertimbangan para majlis hakim harus tau
benar adanya bukti dmpeng;gugaxmaupunmrgugalsehmggaudakakan
menyebabkan putusanya nanti berat disebelah pihak saja. Kalau masalah
menolak perkara sengketa ekonomi syariah ini tentunya sudah banyak
pertimbangan dari para majlis hakim nak™*

Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak

pertimbangan dan tau bukti dari masing-masing tergugat maupun

lmmakanyaknahanmtaunﬂmkekmtanpembuknansuatuperkmn
nak”

YNadirah Basir, Hakim Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar, Wawancara Pada
Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar




Adapun Petitum dari perkara ini adalah®® :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya

2. Menyatakan sah dan berharga Akad Wakalah Pembiayaan KPR
Subsidi Selisih Marjin antara PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk dengan Cristhy Natalia Paila No. 74001076 jo. Akad
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kerja setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap

sebesar Rp142.490.207, (seratus empat puluh dua juta empat ratus

*Dukumen Resmi kasus perkara Pengadilan Agama tingkat [A Makassar tahun 2019,
Diakses Tanggal 30 Juli 2020
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Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :

Sisa pokok sebesar : Rp 101.416.037

Sisa margin sebesar : Rp 36.417.625

Tunggakan pokok sebesar : Rp 2.414.646
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Murabahah yaitu tanah berikut bangunan yang terletak di
Perumahan Cakra Hidayat Regency Blok K1 No.16, Kecamatan
Pallangga, Desa Taeng, Kabupaten Gowa dengan bukt
kepemilikan berupa Setipikat Hak Milik No. 03569/ Taeng seluas




42 m2 (empat puluh dua meter persegi) terdaftar an Cristhy Natalia
Paila (TERGUGAT) dan Setipikat Hak Milik No. 03479/ Taeng
seluas 24 m2 (dua puluh empat meter persegi) terdaftar an Cristhy
Natalia Paila (TERGUGAT)

7. Apabila pelaksanaan putusan pada petitum angka 4 tidak dapat
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8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari

perkara ini
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Namun pada Amar putusannya hakim memutuskan status putusan
Dismissal dalam artian kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
gugatan sederhana.

3. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah
Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota
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Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan,
kelompokorang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka
memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah,

*Agimuddin Fka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses,
2010).75




Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan
Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Muhaidin Ketua Pengadilan Agama
Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

p mengalami perluasan kewenangan
1 menyelmikan perkara di bidang
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Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku
Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

"Muhaidin, Kerua Pengadilan Agama Tingkat I4 Kota Makassar, Wawancara Pada
Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar
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“Guna mendukung kemampuan Hakim PA dalam mengadili sengketa
ekonomi syariah, pelatihan ini demi meningkatkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya
ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku” 2

Perbankan syariah telah berkembang semakin pesat vang ditunjukkan dengan

bertambahnya ragam produk dan jumlah jaringan layanan dengan berbagai pola, serta

bertambahnya jumlah nasabah di ban e:mngkatm tersebut ditandai dengan

1 dan perlindungan hukum bagi

adanya UU Perbankan Syariah

Agama Tingkat IA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

*Rahmat Riyadi Jufri, Kasubag Pengadilan Agama Tingkat 14 Kota Makassar,
Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar

MRahmat Riyadi Jufri, Kasubag Pengadilan Agama Tingkat 14 Kota Makassar,
Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar




1. Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama
Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah
dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian
sengketa ekonomi syariah.

2. Pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Melihat hasil analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

I. Juknis persidangan kasus ekomomi syariah tentang perbankan syariah di
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mencantumkan identitasnya, terdapat tata cara pengiriman; a) pengaduan
ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat
Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas, b)
Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka
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harus disebutkan secara jelas, dan kedua terdapat Materi atau [si
Pengaduan; a) Pelanggaran terhadap kode etik, b) Penyalahgunaan
wewenang/jabatan, ¢) Pelanggaran sumpah jabatan, d) Pelanggaran
terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tatu peraturan disiplin
militer, ¢) Perbuatan tercela, f) Pelanggaran hukum acara, g) Mal
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yaitu adanya ketidak percayaan masyarakat secara penuh kepada
Pengadilan Agama dalam hal penanganan atau penyelesaian kasus
sengketa ekonomi syariah sehingga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota

Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para
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hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian
sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang
terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat yang berperkara.

B. Saran
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3. Bagi Instansi/Lembaga
Pelayanan merupakan suatu unsur penting dari suatu instansi/lembaga,
untuk itu kepada pihak pengadilan agama agar lebih meningkatkan lagi
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pelayanan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa sangat
puas dengan pelayanan yang diberikan dan masyarakat dapat percaya
secara penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus
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PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

|. Bagaimana proses pengaduan perkara yang diajukan olech masyarakat di
Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar?

2. Bagaimana proses pendaftaran gugatan perkara di Pengadilan Agama Kelas
1A Kota Makassar?
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9. Menurut Bapak/Tbu, apa langkah konkrit dalam mendukung kemampuan para
majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar?

10. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala atau tantangan dalam proses
penyelesaian salah satu kasus sengketa perbankan syariah yang belum

terselesaiakan?




HASIL ANALISIS PENELITIAN

Tabel : Kasus Sengketa Ekonomi Syariah :
Putusan
Tanggal Selasa, 15 Okt. 2019

.....

Amar Putusan | gRicyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Makassar
Tamalanrea, yang beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan (KM 10), Kompleks Pertokoan
Tamalanrea No. 12, Kelurahan Tamanlanrea, Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245
sebagai Penggugat

melawan

Hasni, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03




September 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Sidrap Raya G 18 Perumnas
Sudiang Rt. 001 Tw. 011.Kota Makassar sebagai

Tergugat |

Zainal, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 Februari
1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pmd:d:km Sek ah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah
mengenai gugatan sederhana, maka sebelum Hakim
menentukan hari sidang pertama untuk pemeriksaan
perkara, terlebih dahulu ditentukan apakah perkara ini
patut dinilai sebagai gugatan sederhana atau bukan?

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim telah melakukan
pemeriksaan pendauluan dengan mempelajari syarat-




syarat formil gugatan sederhana, termasuk mengenai

ini;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan
ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara
sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.
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dan kualitas para pihak telah memenuhi ketentuan
Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015, namun
karena ternyata pula materi gugatan ini tidak
mempersoalkan satu akad saja melainkan dua akad,
sehingga dalam  gugatan ini telah  terjadi
akad murakkab atau akad ganda, dan menurut pendapat
Hakim bahwa proses pembuktian kedua akad
dimaksud, demikian pula fakta-fakta lainnya yang




terkait dengan adanya wanprestasi dan nilai utang yang
wajib dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat
tidak dapat dinilai sebagai hal yang sederhana,
sechingga syarat formil lainnya yaitu sederhananya
proses pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 11 ayat (2) Perma tesebut tidak terpenuhi;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa,
tanggal 15 Oktober 2019 Maschi bertepatan dengan
tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Hakim, Drs.
Syahidal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum,




Hakim,

Drs. Syahidal

Tanggal Selasa, 15 Okt. 2019
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